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ABSTRAK 

 
 

Penelitian ini mengkaji tentang dampak pembatasan usia minimal perkawinan berdasarkan Pasal 

7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas  Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap permohonan dispensasi kawin diwilayah hukum 

Pengadilan Agama Sumatera Barat. Penetapan batas usia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinilai sudah tidak sesuai lagi karena berdampak pada 

adanya diskriminasi terhadap pelaksanaan hak membentuk keluarga bagi wanita dan hak anak 

atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan 

dan diskriminasi sebagaimana yang dijamin dalam pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945 serta 

adanya  disharmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengenai usia anak. Batas 

usia perkawinan yang baru yakni usia 19 (sembilan belas) tahun untuk pria maupun wanita. 

Perubahan ini adalah sebagai upaya untuk mencegah terjadinya perkawinan dibawah umur yang 

sering terjadi dalam masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui; 1) Dampak 

pembatasan usia minimal perkawinan berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 

2019 tentang Perubahan Atas  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

terhadap permohonan dispensasi kawin diwilayah hukum Pengadilan Agama Sumatera Barat. 2) 

Upaya yang dilakukan oleh pengadilan agama dalam mencagah perkawinan dibawah umur di 

Sumatera Barat. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan  yuridis empiris yang 

menitikberatkan hasil penelitian lapangan dan di dukung dengan bahan-bahan kepustakaan.  

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa; pertama dampak pembatasan usia minimal perkawinan 

terhadap permohonan dispensasi kawin yang masuk diwilayah hukum pengadilan agama 

pengadilan Sumatera Barat yakni naiknya angka permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke 

pengadilan agama serta pemberian dispensasi kawin terhadap anak akan berdampak terhadap 

anak  pada aspek biologis, psikologis, pendidikan, yuridis serta sosial, hal ini menunjukkan 

bahwa penerapan dari perubahan kebijakan batas usia perkawinan ini belum mampu menekan 

angka perkawinan di bawah umur di Sumatera Barat. Kedua, upaya untuk mencegah perkawinan 

di bawah umur di Sumatera Barat yang dilakukan oleh pengadilan agama diantaranya adalah 

dengan memperketat syarat administrasi pengajuan permohonan dispensasi kawin serta dengan 

melakukan penyuluhan hukum secara online tentang bahayanya perkawinan dibawah umur bagi 

anak.  
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